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Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Beras juga merupakan bahan pokok makanan utama yang selalu 
dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bahan pangan utama untuk 
melangsungkan  kebutuhan hidup. Sedangkan Permendag Nomor. 57/m-
dag/per/8/2017 adalah peraturan pemerintah terhadap penetapan harga eceran 
tertinggi (HET) beras yang bertujuan untuk menstabilkan harga eceran beras 
dipasar dan dipercaya dapat menekan tingkat kemiskinan, terlebih beras 
merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan  
Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi 
beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung?. Dan bagaimana tinjauan 
Hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi beras di 
Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung?. Penelitian ini bertujuan  untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 
tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar 
Lampung. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 
pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame 
Bandar Lampung.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
metode penelitian deskriktif analitis dan analisis kualitatif yaitu dengan terjun 
langsung kelapangan, mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari 
proses tersebut dan melakukan wawancara dan dokumentasi data penelitian. 
Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 7 orang pedagang beras 
eceran dipasar tempel sukarame Bandar lampung.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ketujuh pedagang eceran beras 
di Pasar Tempel Sukarame Bandar lampung kesulitan dalam menerapkan harga 
eceran tertinggi beras (HET) dan masih berdagang dengan menggunakan 
mekanisme pasar dalam menetapkan harga. Adapun faktor-faktor tidak ter 
implementasikan nya permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan 
harga eceran tertinggi beras di pasar tempel di antaranya: Pertama: Karna kurang 
nya pengetahuan pedagang (eceran) tehadap peraturan harga eceran tertinggi 
beras. Kedua: Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dinas perdagangan tentang 
harga eceran tirtinggi beras (dipasar). ketiga Mahalnya harga beras dari pengepul 
yang menghampiri harga HET. Adapun tinjauan hukum Islam dalam penetapkan 
harga adalah harga haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang dizalimi, 
Dengan demikian orang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, 
baik hukum agama maupun hukum Negara. Menurut para ulama Fiqih dalam 
kondisi apapun penetapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah merupakan suatu kezoliman. Jadi sudah jelas bahwa Imam atau 
Penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan 
keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Penolakan Rasulullah Saw terhadap 
penetapan harga atau tas’ir berdasarkan hadist adalah karena tidak ditemukannya 
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“Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan Rasul (nya), dan ulil amri 
diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
bener-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”  
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap 
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan 
skripsi ini. 
Adapun skripsi ini berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pelaksanaan 
Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran 
Tertinggi Beras (studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar lampung)”. Untuk 
itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut. 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 Tinjauan dalam skripsi ini 
adalah tinjauan dalam hukum Islam. 
2. Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah “peraturan yang di turunkan 
Allah kepada manusia agar dipedomi dalam berhubungan dengan Tuhan 
nya, dengan sesamanya , dengan lingkungannya, dan dengan 
kehidupannya.” Sedangkan menurut Ismail Muhamad Syah “Hukum Islam 
adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul 
tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang di akui dan di yakini berlaku 
dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”2 
                                                             
1
 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  
(Jakarta:Gramedia 2011),h.1470 
2







3. Plaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Secara sederhana 
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky 




4. Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 adalah Peraturan Mentri 
Perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Bahwa untuk 
menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga 
beras di konsumen perlu menetapkan harga eceren tertinggi beras. Harga 
eceran tertinggi beras ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 
diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 aturan tersebut mulai berlaku 
per 1 September 2017.
4
 
5. Beras adalah bulir padi yang sudah terpisah dari sekam nya. Mengolah 
padi hingga menjadi beras harus melewati tahap penumbuk gabah dengan 
menggunakan lesung. Gabah yang terkupas kulitnya itulah yang 
dinamakan beras. Beras yang kita konsumsi ini berwarna putih dan 
memiliki ukuran yang sangat kecil. Disamping itu beras memiliki 
beberapa jenis dan warna yaitu beras merah, beras hitam, dan beras ketan. 
kedua beras tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dari beras putih 
                                                             
3
 Nurdin usman, Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta.PT. Raja Grafido 
Persada 2002,h,.70 
4






pada umumnya dan untuk beras ketan memiliki warna yang lebih 
transparan daripada beras putih.
5
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 
judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga 
eceran tertinggi beras (studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar lampung)”. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa alasan memilih judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan 
Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar 
lampung)”. Antara lain: 
1. Alasan objektif 
a. Secara teotitis dan praktek, Intervensi pemerintah pada pasar komoditas 
pangan utama berbasis argumentasi sederhana. Pertama, menetapkan 
harga tertinggi (celing price) manakala harga melambung di atas 
kemampuan daya beli normal. Kedua, menetapkan batas harga terendah 
(floor price) bilamana harga anjlok dan merugikan produsen. Pada 
kedua jenis Intervensi itu, pemerintah melakukan aksi jual dan aksi beli 
melalui oprasi pasar. Dasar penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras 
oleh Mentri perdagangan antara lain di latar belakangi oleh berbagai 
factor. Pertama, kenaikan beras medium sejak 2 tahun terakhir secara 
signifikan. Kedua, inflasi yang bersumber dari bahan pangan utama 
                                                             
5






(volalite food) trutama beras perlu dijaga karena beras” menyumbang” 
inflasi cukup tinggi terhadap bahan makanan. Ketiga, penetapan Harga 
Eceran Tertinggi di yakini dapat menekan tingkat kemiskinan . 
b. Masih banyak pelaku usaha (pedang beras) yang belum mengetahui 
kebijakan pemerintah tentang harga eceran tertinggi beras yang 
tercantum dalam Permendag Nomor.57/m-dag /per/8/ 2017 tentang 
Harga Eeran Tertinggi  Beras. 
2. Alasan subjektif 
a. Terdapat buku-buku yang tersedia atau literatur yang tersedia sebagai 
bahan rujukan yang berkaitan dengan kebijakan Harga Eceran 
Tertinggi Beras. 
b. Judul skripsil yang di ambil sangat menarik karena belum ada yang 
membahas dan jadi tantangan tersendiri bagi penulis. 
c. Dan pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang di ambil oleh 
penulis, yaitu jurusan muamalah fakultas syari‟ah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia dalam menetapkan segala sesuatu tidak pernah terlepas dari 
aturan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan Perundang-undangan 
yang di atur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan 
bersama Presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-
kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan 






Peraturan adalah patokan yang di buat untuk membatasi tingkah laku 
seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan di 
kenakan hukuman/sanksi. Peraturan juga dapat di artikan sebagai prangkat 
yang berisi sejumlah aturan yang di buat untuk menegakkan ketertiban dalam 
masyarakat, peraturan diciptakan untuk mengatur prilaku dan hubungan antar 
anggota klompok. 
 Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga 




Pemberlakan itu menimbang : 
1. Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan 
harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. 
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, 
perlu menetapkan peraturan mentri perdagangan tentang penetapan harga 
eceran tertinggi beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang harga eceran 
tertinggi beras di tandatangani Mendag Enggartiasto Lukita. 
Peraturan itu di Undangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga ditekan 
Dirjen Praturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
Pada pasal 1 ayat (4) berbunyi: “Harga Eceran Tertinggi Beras yang 
selanjutnya disingkat HET adalah Harga Jual Tertinggi beras kemasan dan 
curah dipasar rakyat, toko moderen dan tempat penjualan eceran lainnya”. 
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Pasal 5 berbunyi: “HET sebagaimana dimaksud pasal 2 mulai berlaku 
pada 1 September 2017. Pada pasal 6 Harga Eceran Tertinggi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 dapat di efaluasi sewaktu-waktu”. 
Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar Pasal 3 dan pasal 
4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat 
penerbit izin. Pasal (2) : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali oleh pejabat 
penerbit izin”. Pada pasal 8 berbunyi: Ketentuan peraturan mentri ini di 
kecualikan terhadap beras medium dan beras premium yang di tetepkan 
sebagai beras khusus oleh mentri Pertanian.
7
 
Hukum jual beli dalam Islam mengajarkan manusia untuk melakukan 
Transaksi jual beli dengan cara yang sehat, jual beli tidak boleh mengandung 
paksaan, penipuan atau kecurangan lain nya, baik yang berasal dari penjual 
ataupun pembeli. Keduanya harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran.  
Firman Allah yang berbunyi tentang Dasar Hukum jual beli : (QS: Al- baqarah 
[ 275] : 2)
8
 
               
Artinya:” dan Allah menghalalkan jual- beli dan mengharamkan riba”. 
 
Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual 
dan pembeli, individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan 
dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, 
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dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme 
tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling 
berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari pihak 
manapun. 
Strategi mencari keuntungan atau laba merupakan prioritas bagi 
kebanyakan para pelaku usaha, termasuk usaha jual beli di bidang beras. Akan 
tetapi peraturan pemerintah yang di tuangkan dalam Permendag  
Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017  yang mengatur tentang penetapan harga 
eceran tertinggi beras dipasar, seringkali di langgar oleh pelaku usaha 
(pedagang) alih-alih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan sebagian 
lagi beralasan tidak mengetahui kebijakan tersebut. 
Para pelaku usaha (pedagang eceran) beras di pasar ternyata masih banyak 
yang belum mengetahui kebijakan Peraturan Pemeritah tentang Harga Eceran 
Tertinggi Beras yang di tuangkan dalam Permendag Nomor.57/M-
DAG/PER/8/2017. Pedagang mengaku menjual beras sesuai dengan harga 
eceran yang berlaku di pasaran dan mengambil keuntungan tampa mengetahui 
peraturan pemerintah tentang harga eceran tertinggi teras. Bahkan para pelaku 
usaha mengaku tidak mengetahui sanksi apa yang bisa di peroleh apabila 
melanggar ketetapan harga eceran tertinggi beras. Hal ini mengakibatkan tidak 
berjalan nya peraturan permendag tersebut dalam jual beli beras di pasar. 
Adapun beberapa faktor tidak berjalan nya permendag antara lain: 
1.  Karna kurang nya pengetahuan pedagang (keliling/eceran) tehadap 






2. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dinas perdagangan tentang harga 
eceran tirtinggi beras (dipasar) 
Karna beberapa faktor tersebut, tentu akan sangat merugikan para pembeli 
karena para pedagang tidak menggunakan pedoman Harga Eceran Tertinggi 
Beras (HET) sebagai acuan jual beli, maka dapat di pastikan harga eceran 
beras di pasar akan melebihi harga eceran tertinggi yang telah di tentukan . 
Oleh karna itu, penulis kemudian mengangkat permasalahan ini sebagai judul 
skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran 
Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar lampung)”. 
 
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak 
terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 
penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-
dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar 
Tempel Sukarame Bandar Lampung. 
 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam proposal ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 
Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel 






2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan 
Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar 
lampung. 
 
F. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-
DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras 
Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel 
Suka Rame Bandar Lampung.  
2. Kegunaan penelitian  
a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan pemahaman mengenai kebijakan Harga Eceran Tertinggi 
Beras yang di buat oleh kementrian perdagangan dalam (Permendag RI) 
Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran 
Tertinggi Beras. Menurut pandangan Hukum Islam dan diharapkan 
dapat memperkaya pengetahuan keislaman pada prodi muamalah 
fakultas syari‟ah. 
b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 







G. Signifikasi/Manfaat Penelitian  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat atau signifikasi 
akademis dan praktis sebagai berikut: 
1. Signifikasi Akademis 
 Secara akademis hasil penelitian ini diharap dapat menambah ilmu 
pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah 
pelaksanaan Permendak Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan 
harga eceran tertinggi beras (HET) di Pasar Tempel Sukarame Bandar 
Lampung. 
2. Signifikasi Praktis 
 Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam pelaksanaan 
permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran 
tertinggi beras, serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, 
pengertian, ataupun pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang 
penetapan harga eceran tertinggi. Penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya tentang penetapan 
harga eceran tertinggi beras. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu tulisan menegnai penelitian disebut 
ilmiah dan dapat dipercaya kebenaranya apabila pokok-pokok pikiran yang 






menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karna itu dilakukan dengan 
cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.  
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan 
masalah penelitian ini ada yaitu: 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
mengambil lokasi penelitian di Pasar Tempel Sukarame Bandar lampung. 
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriktif analisis yakni menggambarkan 
data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu 
penelitian kemudian di analisa secara mendalam. 
a. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang di proleh langsung dari reponden 
atau objek yang di teliti atau data yang di peroleh berdasarkan 
pengukuran secara langsung oleh peneliti (supjek peneliti).
9
 Dalam 
hal ini data primer yang di proleh peneliti dari lapangan dimana 
penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak 
yang bersangkutan.  
2) Data Skunder  
Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 
dengan sumbernya yang asli.
10
 Data sekunder dalam penelitian ini 
diproleh dari buku-buku dan skripsi lain yang berkaitan dengan 
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kebijakan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang 
penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. 
b. Sumber data 
Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh. Sumber 
data yang di perlukan dalam penelitian ini antara lain: 
1) Penelitian lapangan (peld research) 
Penelitian ini di maksudkan guna mendukung analisis terhadap 
data kepustakaan terhadap sekunder dengan cara mengungkap 
informasi-informasi yang penting serta mencari penerapan 
peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.57/M-
DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi 
Beras. 
2) Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian yang di gunakan dengan mencari literature yang ada, 
seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan 
Perundang-undangan, dan peraturan terkait lain nya.  
c. Populasi dan sampel 
1) Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 








Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para 
pedagang beras eceran di Pasar Tempel Sukarame Bandar 
Lampung yang berjumlah 7 Orang pedagang eceran beras. 
2) Sampel  
Sampel adalah “kelompok kecil yang diamati dan merupakan 
bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi 
dimiliki juga oleh sampel”. 
Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 
100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini adalah 
penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar maka dapat 
diambil antara 10% -15% atau 20% -25% atau lebih. Karena 
populasi dari penelian ini kurang dari 100 maka akan di ambil 
semua sebagai sampel. 
d. Pengumpulan Data 
Seorang peneliti harus dapat memilih dalam menentukan metode 
yang tepat dan mungkin di laksanakan (faesible) guna mencapai 
penelitian penelitian nya. Pengumpulan data adalah proses pengadaan 
data primer untuk keperluan penelitian yang amat penting dalam 
metode ilmiah. Untuk penggumpulan data maka penulis menggunaka 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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Wawancara (interview) adalah situasi antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian 
kepada seorang responden.
12
 Dalam pengumpulan data penulis 
menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan 
menggunakan daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan 
sesuai dengan perkembangan wawancara. Dengan penelitian ini 
pihak yang di wawancarai adalah pelaku usaha penjual beras 
eceran di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.  
2) Observasi  
Observasi adalah cara dan teknik pengumpilan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala atau fenomena ang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, 
penulis terjun langsung  ke lokasi penelitian. 
3) Dokumentasi  
Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variable 
yang berupa catatan transkip buku, surat kabar, majalah prasasti, 
legger, agenda, dan sebagainya. Di bandingkan dengan metode 
lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada 
kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan 
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Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh 
data. Pelaksanaan metode ini dengan menggunakan pencatatan, baik 
berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan 
yang di proleh dari peraturan (Permendag RI) Nomor.57/M-
DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. 
e. Pengolahan Data 
1) Pemeriksaan data (editing)  
Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data 
yang di terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang di 
peroleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian 
tentang kebijakan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 
tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. 
2) Rekontruksi data (reconstructing) 
Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis 
sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
3) Sistematisasi data 
Sistematika data “ yaitu melakukan pengecekan terhadap data-
data atau bahan-bahan yang telah di proleh secara sistematis, 
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f. Teknik analisis data 
Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di 
sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Bagaimana Pelaksanaan 
Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 dalam penetapan Harga 
Eceran Tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar lampung. 
Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Plaksanaan Penetapan 
Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar 
lampung. 
Yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif yaitu dengan 
cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 
sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah di 
tentukan.  
Metode berpikir dalam tulisan ini menggunakan metode induktif. 
Metode induktif yaitu “Metode yang memplajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan 
yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki”.15 Metode ini di 
gunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 
berkenaan dengan peraturan (Permendag RI) Nomor.57/M-
DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. 
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Selain metode induktif, juga digunakan metode deduktif. Metode 
deduktif yaitu “pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan 
yang bersifat umum yang tertitik tolak dari pengetahuan umum untuk 
menilai kejadian yang khusus”. 16Hasil analisisnya di tuangkan dalam 
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BAB  II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Perinsip-prinsip muamalah 
Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur 
hubungan antar dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam pengertian 
ini ada dua lingkup pengertian muamalah.
17
 
Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut 
dengan etika (adabiah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, 
tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban 
masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, 
penimbunan, dan segala sesuatu jari indra manusia yang ada kaitannya dengan 
peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. 
Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) 
transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, penggadaian, jaminan dan 
tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan 
lain sebagainya. 
Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah 
berada pada wilayah etika (adabiyah) yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. 
Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi tidak 
merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan 
salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah sebagai berikut
18
: 
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Pertama, penetapan transaksi pada dasarnya mengkikat para pihak 
pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata 
melanggar syariat. Transaksi ini sesuai dengan maksud ayat surat Al-Maidah: 
1 dan surat Al-Isra: 34 yang memerintahkan orang-orang mukmin agar 
memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian suatu 
transaksi. 
Kedua, butir-butir perjanjian dalam perjanjian itu dirancang dan 
dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tapi penuh tanggung jawab, 
selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.  
Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan 
atau intimidasi dari pihak manapun. 
Keempat, pembuat Hukum (syari’) mewajibkan agar setiap 
perencanaan transaksi dan plaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga 
segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi 
yang tertipu atau dicurigai diberi Hak khiar (kebebasan memilih untuk 
melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut). 
Kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan 
kepada syara‟ pada „auf atau adat  menentukan kreteria dan batasannya. 
Artinya peranan „auf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat 
menentukan selama syara‟ tidak menentukan lain. Oleh sebab itu ada juga 
yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syar‟a  yang berkaitan dengan  





Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi 
yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang 
melakukannya, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah dilakukan, seperti 
syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan 
sebagainya. 
 
B. Penetapan harga dalam konsep hukum Islam 
Menurut kamus bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang di 
tentukan atau dirupiahkan dengan uang. Dalam arti lain harga adalah jumlah 
uang atau alat tukar yang senilai, yang harus di bayarkan untuk produk atau 
jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.
19
 Harga juga dimaksudkan 




Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pemasaran 
suatu produk, karna harga adalah satu dari empat bagian 
pemasaran/marketing. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau 
jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan seberapa besar 
keuntungan yang akan diproleh prusahaan dari penjualan barang maupun jasa. 
Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan 
eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak 
dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi 
pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 
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Dalam konsep harga yang setara atau adil, Ibnu Taimiyah menjelaskan 
bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni 
pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam 
mendefinisikan harga yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga 
harga yang stara adalah harga yang standar yang berlaku ketika masyarakat 
menjual barang-barang dengannya dan secara umum dapat diterima sebagai 
sesuatu yang stara bagi barang-barang tersebut. 
Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur‟an dan Al-Hadis 
Nabi SAW. Telah memberikan ketentuan-ketentuanyang berkaitan dengan 
penetapan harga. 
1. Firman  Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa ayat [29] : 422 
                        
                       
       
 
Artinya: wahai orang-orang beriman!janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil ( tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha meredhai 
diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
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Di dalam ayat ini terdapat isyarat berbagai faedah : 
a. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli 
dengan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal 
yang diharamkan. 
b. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di 
dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, 
hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri 
demi kehidupan  akhirat yang lebih baik dan kekal. 
c. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar perniagaan mengandung makna 
memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan 
menjadikan harga sesuai dengan ukurannya berdasarkan neraca yang 
lurus, hamper-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karna itu 
disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti 
lebih besar diantara dua yang lain nya, atau jika yang menjadi 
penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang dalam 
menghiasi barang dagangn nya, dan melariskan Ahmad Mustafa Al-
Maraghi, terjemah tafsir nya dengan perkataan yang indah tampa 
pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan  
dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan 
harga yang lebih murah. Hal ini karena kepandaian pedagang didalam 
berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena 
saling meridhai, maka hukumnya halal.
23
 
                                                             
23





Nilai khusus yang sangat penting dan mendapat perhatian besar 
yaitu nilai miralitas dalam pasar yang meliputi persaingan yang sehat, 








Artinya:  Dari Anas Bin Malik ia berkata: “pernah (terjadi) kenaikan 
harga dimadinah zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-
orang berkata, “ ya Rasulullah, telah naik harga karna itu 
tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, 
sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang 
melepas, yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap 
bertemu Allah SWT. Dalam keadaan tidak seorangpun dari 
kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau di harga. 
  
Hadis tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman 
penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau 
perburuhan). Walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karna jika 
harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. 
Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. 
Sementara penyebutan darah dan harta dalam hadis tersebut hanyalah 
berupa kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang 
bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. 
Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya 
kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. 
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Jika terjadi perselisihan diantara dua pihak penjual dan pembeli, maka 




Harga yang adil dalam perspektif Ekonomi Islam adalah harga 
yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku pasar, baik 
dari sisi penjual maupun pembeli. Harga yang adil adalah harga yang 
manpu menutupi seluruh biaya oprasional produsen dengan tingkat laba 
tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.
26
 
 Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu 
rendah, sehingga penjual atau responden tidak dapat menutupi atas biaya-
biaya yang telah dikluarkan, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi 
karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. 
Pada dasarnya, penentuan harga sebuah komoditas berdasarkan 
atas dasar asas kebebasan, harga yang terbentuk merupakan hasil atas 
pertemuan antar permintaan dan penawaran, dan harga yang di tetapkan 
harus bersandaran dengan pronsip keadilan bagi semua pihak dan tidak 
tidak di perbolehkan adanya pihak yang dirugikan. 
Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang 
mendasar dalam transaksi yang Islami, pada prinsipnya transaksi jual beli 
harus dilakukan dengan harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari 
komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga harus 










mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu 
penjual memperoleh keuntungan normal dan pembeli memperoleh manfaat 
yang setara dengan harga yang dibayarkan nya.  
1. Tinjauan Hukum Islam dalam penetapan harga eceran tertinggi 
Dalam Islam penetapan harga disebut dengan tas’ir nilai-nilai syariat 
mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep tas’ir (penetapan 
harga) dalam kehidupan ekonomi, penetapan harga  sesuai dengan nilai 
yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi serta 
dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya tas’ir, maka akan 
mengjilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh 
masyarakat. Menghilangkan praktek penipuan serta memungkinkan 




Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syuara‟a ayat [183] : 4228 
                      
 
Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan . 
 
Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian 
ia tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan diatas 
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keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang 
lebih tinggi. 
Ekonomi Islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. Sedangkan mengenai penetapan harga merupakan 
praktek yang tidak di perbolehkan dalam syariat Islam. 
2. Dasar Hukum penetapan harga eceran tertinggi  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa harga adalah 
jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus dibayarkan untuk 
produk atau jasa, untuk waktu tertentu dan pasar tertentu.
29
 Harga menjadi 
sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal 
dapat mengakibatkan barang menjadi kurang, dan sebaliknya jika terlalu 
murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga 
yang dilakukan penjual (Pedagang) akan mempengaruhi pendapatan yang 
akan diperoh jika keputusan harga tidak dipertimbangkan dengan tepat 




a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat 
mengontrol harga yang dilempar dipasaran, harga ditentukan oleh 
mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini 
penjual tidak dapat menetapkan harga yang diinginkan. 
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b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya 
pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama 
menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan 
harga sesuai kehendaknya. 
c. Penetapan harga jual yang di contoh oleh penjual dan perusahaan, 
maksudnya harga ditentukan sendiri oleh perusahaan. Penjual 
menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, memiliki atau tidak. 
Harga ditetapkan oleh keputuskan atau kebijaksanaan dalam 
perusahaan. 
Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam nenjunjung tinggi 
mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja 
pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga, perinsip dari 
kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, 
atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang 
maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang 
menjadi pokok landasan pasar Islam yang bersih yaitu:
31
 
a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 
diharamkan. 
b. Bersikap benar, amanah dan jujur. 
c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 
d. Menerapkan kasih sayang. 
e. Menegakkan toleransi dan keadilan. 
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Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap 
kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna 
merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat masal, yaitu merupakan 
fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga 
yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karna itu Islam sangat 
memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang 
sempurna. 
Firman Allah dalam QS. surat Hud ayat [113] : 11 yang berbunyi:
32
 
                     
           
 
Artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orangyang zalim 
yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan seskali-kali 
kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada 
Allah, kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan.” 
 
Jadi dalam menetapkan hargapun harus bersikap adil sehingga 
tidak ada pihak yang dizalimi, bahkan allah menegah daripada cenderung 
atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain. 
Dengan demikian orang adil adalah orang yang sesuai dengan standar 
hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara. 
Ulama fi‟qih sepakat bahwa penentuan penetapan harga ini tidak 
dijumpai didalam Al-qur‟an. Adapun dalam hadist Rasulullah Saw, 
dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat di induksikan 
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bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor 
dominan yang menjadi landasan Hukum at-tas’ir al-jabari, menurut 




Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi 
dizaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karna tindakan sewenang-
wenag dari para pedagang, namun karna komoditas yang ada terbatas. 
Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang 
tersebut naik, oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak 
mau campur tangan membatasi harga komuditas tersebut. 
3. Syarat-syarat penetapan harga dalam Hukum Islam. 
Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada Hukum 
naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan 
penawaran dan permintaan. Adapun tas’sir tidak dapat dicapai denga suka  
sama suka. Anas Radhiallahu‟anhu meriwayatkan bahwa pada zaman 
Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, 
kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka 
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Artinya:  Dari Anas Bin Malik ia berkata: “pernah (terjadi) kenaikan 
harga dimadinah zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-
orang berkata, “ya Rosulullah, telah naik harga karna itu 
tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, 
sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang 
melepas, yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap 
bertemu Allah SWT. Dalam keadaan tidak seorangpun dari 
kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau di harga. 
 
Rasulullah menegaskan dalam hadist bahwa ikut campur dalam 
masalah pribadi orang lain tampa suatu kepentingan yang berurusan 
berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam 
keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. 
Dari sini jelas bahwa tidak dibenarkan adanya intervensi atau 
control manusia dalam penetapan harga itu. Sehingga akan menghambat 
sistem alami pasar yang dikenal dengan istilah supply and demand . 
Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi dalam penetapan harga ia 
membedakan pada dua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan 
penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. Penetapan 
harga yang tidak adil jika penetapan harga itu mengandung kezaliman 
terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tampa Hak untuk 
menjual barang dagangan nya dengan harga yang tidak disukai atau 
melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka 
semua itu adalah haram. 
Dalam rangka melindung Hak pembeli dan penjual, Islam 
membolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan intervensi harga, ada 






a. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar 
b. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat lebih luas karena 
pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas sedangkan 
penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. 
c. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu untuk 
melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan dan 
pembeli dalam hal purchasing power jika harga tidak ditetapkan 
ketika penjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli. 
Suatu intervensi dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan 
dibawah harga keseimbangan, ataupun harga minimum yang di tetapkan 
diatas harga keseimbangan. Penolakan Rasulullah Saw terhadap 
penetapan harga atau tas’ir berdasarkan hadist adalah karena tidak 
ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukan. 
4. Peran pemerintah dalam penetapan harga eceran tertinggi 
Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengn 
berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukum nya sebagian orang 
yang berpendapat bahwa Negara Islam tidak boleh mencampuri masalah 
ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau 
menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Antara lain Ibnu 
Qudamah menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan Ekonomi 
mengindikasikan tidak menggunakannya bentuk pengawasan atas harga.  
 Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa antara lain: Imam 





kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi 
penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. 
  Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga, dalam 
pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar yakni 
kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun ia 
membahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk pada kaidah-
kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk 
melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang 
dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. 
Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari 
pasar. Hukum ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas 
ekonominya dipasar, bukan merupakan hukuman maliah.
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 Intervensi pasar ini bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan 
mencegah kezaliman. Kewajiban intervensi harga dengan suddu al-
dzara’I ( mencegah terjadinya kerusakan) yaitu Negara mempunyai hak 
melakukan intervensi harga apabila terdapat ekploitasi harga terhadap 
komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat. Dengan menaikan 
harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam 
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 Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan 
harga sekalihus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan 
mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga 
disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.  
 
C. PERMENDAG NOMER.57/M-DAG/PER/8/2017 
1. Latar belakang terbentuknya permendag nomer 57/m-dag/per/8/2017 
tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. 
Harga adalah nilai barang yang di tentukan atau dirupiahkan 
dengan uang. Dalam arti lain harga adalah jumlah uang atau alat tukar 
yang senilai, yang harus di bayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu 
tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi 
rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan 
uang.Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 
pemasaran suatu produk, karna harga adalah satu dari empat bagian 
pemasasaran/marketing.  
Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang 
dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan seberapa besar 
keuntungan yang akan diproleh prusahaan dari penjualan barang maupun 
jasa. Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya 
penjual dan pembeli, Individu dan kelompok berusaha memaksimalkan 
keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang 
terjadi di pasar, dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi 





dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi 
dan distorasi dari pihak manapun. 
Sedangkan pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (Rumah 
tangga pemerintah), memiliki pungsi penting dalam perekonomian yaitu 
berpungsi sebagai stabilitasi, alokasi dan distribusi.
37
 Dari sudut pandang 
ilmu negara fungsi stabilitas merupan ciri Negara yang utama.
38
 Diantara 
fungsi stabilitas ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar (market 
failure) yang dapat berefek tergerusnya kebutuhan rakyat. 
Melalui kementerian perdahangan pada tanggal 24 agustus 2017 
lalu pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Permendag Nomor. 
57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras untuk 
mengatur harga beras ditingkat konsumen. Kebijakan tersebut mulai 
berlaku pada tanggal 1 September 2017 diseluruh Indonesia. Kebijakan ini 
merupakan kebijakan taktis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan 
dan inflasi.  
Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabilitaskan 
harga pangan dengan membuat harga eceran tertinggi (HET), penetapan 
harga eceran ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga 
yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tampa merugikan 
pelaku usaha. 
Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas 
sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk 
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melaksanakan pembangunan. Karena itu pemerintah sangat 
berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran 
rumah tangga masih diatas 60%.
39
 Dalam hal ini pangan merupakan 
kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Dalam 
praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa 
dihunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai sarana untuk 
menjalankan pungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup 
sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, 
UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan 
kedaulatan pangan ( hak rakyat atas pangan). 
Terbentuknya Permendag Nomer.57/m-dag/per/8/2017 tentang 
penetapan harga eceran tertinggi beras adalah menimbang: Bahwa untuk 
menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga 
beras dikonsumen perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. Sebab 
berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu 
menetapkan harga eceran tertinggi beras. Begitu bunyi peraturan baru 
tentang harga eceran tertinggi beras ditandatangani Mendag Enggartiasto 
Lukita. 
Peraturan itu di undangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang 
juga ditekan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana. 
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Agustina Arida, Sofyan, dan Kumala Fadhiela, Analisis ketahan pangan rumah tangga 





Penetapan harga maksimum merupakan batas harga tertinggi 
penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga 
maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen 
dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang 
dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh 
masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau 
dapat di sebut harga eceran tertinggi (ceiling price). Maksud harga eceran 
tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih 
tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
Bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol 
harga. Tujuan kontrol harga adalah untuk melindungi konsumen atau 
produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah 
penetapan harga dasar (ploor price) dan harga maksimum (ceiling price).
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Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tampa 
alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap beras, 
apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Kebijakan ini 
muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu harga (leader 
price) atau menjadi acuan yang mampu meredam gejolak harga pangan. 
Secara teotitis dan praktek, Intervensi pemerintah pada pasar 
komoditas pangan utama berbasis argumentasi sederhana. Pertama, 
menetapkan harga tertinggi (celing price) manakala harga melambung di 
atas kemampuan daya beli normal. Kedua, menetapkan batas harga 
                                                             
40





terendah (floor price) bilamana harga anjlok dan merugikan produsen. 
Pada kedua jenis Intervensi itu, pemerintah melakukan aksi jual dan aksi 
beli melalui oprasi pasar. dasar penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras 
oleh Mentri perdagangan antara lain di latar belakangi oleh berbagai 
faktor. Pertama, kenaikan beras medium sejak 2 tahun terakhir secara 
signifikan. Kedua, inflasi yang bersumber dari bahan pangan utama 
(volalite food) trutama beras perlu dijaga karena beras” menyumbang” 
inflasi cukup tinggi terhadap bahan makanan. Ketiga, penetapan Harga 
Eceran Tertinggi di yakini dapat menekan tingkat kemiskinan. 
2. Landasan filosofis dan yuridis lahirnya Permendag Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras 
a. Landasan filosofis 
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (Rumah tangga 
pemerintah), memiliki pungsi penting dalam perekonomian yaitu 
berpungsi sebagai stabilitasi, alokasi dan distribusi. Dari sudut 
pandang ilmu negara fungsi stabilitas merupan ciri Negara yang utama. 
Diantara fungsi stabilitas ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar 
(market failure) yang dapat berefek tergerusnya kebutuhan rakyat. 
Pemerintah membuat gebrakan program untuk 
menstabilitaskan harga pangan dengan membuat harga eceran tertinggi 
(HET), penetapan harga eceran ini dimaksudkan untuk membuat titik 
keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan 





Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas 
sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat 
untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu pemerintah sangat 
berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi 
pengeluaran rumah tangga masih diatas 60%. Dalam hal ini pangan 
merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi penduduk suatu 
negara. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa harga komoditi pangan di 
Indonesia cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan. 
Pengaruh musim dan siklus produksi sangat mempengaruhi 
perkembangan harga komoditi pangan berlaku sepamjang tahun, 
padahal karakteristik produksi pangan memiliki pola dalam setiap 
tahun terutama untuk beras, gula, cabai merah, dan gula merah. 
Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting 
yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai 
sarana untuk menjalankan pungsi produksi sosial sekaligus penentu 
kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara 
Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara 
wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan 
mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. 
Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat 
bertemunya penjual dan pembeli, Individu dan kelompok berusaha 





dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan suatu 
harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. 
Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling 
berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari 
pihak manapun. 
Penetapan harga maksimum merupakan batas harga tertinggi 
penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan 
harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar 
konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga 
suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau 
lagi oleh masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan harga 
maksimum atau dapat di sebut harga eceran tertinggi (ceiling price). 
Maksud harga eceran tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh 
dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. 
b. Landasan yuridis 
Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting 
yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai 
sarana untuk menjalankan pungsi produksi sosial sekaligus penentu 
kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara 
Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara 
wajib menjalankan kedaulatan pangan ( hak rakyat atas pangan) dan 





Kewajiban dimaksud mencangkup aman, bermutu, dan bergizi 
seimbang. Dengan demikian, secara konstitusional kedaulatan pangan 
terekam sebagai syarat untuk mewujudkan hak konstitusional setiap 
orang untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin. 
Sehubungan dengan konseptualisasi di atas, maka hak 
konstitusional dapat di artikan sebagai Hak Asasi Manusia yang telah 
tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945,sehingga telah resmi 
menjadi hak konstitusional setiap warga Negara. 
Ketentuan Undang-undang Nomor.7 tahun 2014 tentang 
perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “ dalam 
menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan 
barang penting, menteri penetapan kebijakan harga, pengelolaan stok 
dan logistik serta pengelolaan ekspor dan inpor”. Dalam UU tersebut 
tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan 
kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilitas harga. Pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai indicator besaran 
stabilitasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%.
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Kisaran nilai tersebut mempunyai pengertian bahwa jika harga 
komoditi pangan secara nasional mengalami fluktuasi harga pada 
kisaran tersebut maka masih di anggap wajar dan jika lebih dari 
kisaran yang di targetkan perlu dilakukan intervensi. Demikian halnya 
untuk menjaga stabilitas harga antar wilayah (disparitas harga) kisaran 
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harga yang menjadi patokan di tetapkan pada kisaran 1,5-2,5%.  
Dengan pengertian bahwa perbedaan harga antar wilayah di Indonesia 
tidak boleh lebih dari 2,5%.  
Menurut impress Nomor.5 tahun 2015 di tetapkan bahwa harga 
pembelian pemerintah (HPP) beras sebesar Rp,7.300/kg di gudang 
bulog dengan kualitas: (a) kadar air maksimum 14%, (b) butir patah 
maksimum 20%, (c) kadar menir maksimum 2%, (d) drajat sosoh 
minimum 95%. Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas 
sbagaimana dimaksud di tetapkan oleh mentri pertanian. 
Sebagai tinjak lanjut dari inpres Nomor.5 tahun 2015, 
pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri pertanian Republik 
Indonesia Nomor 05/permentan /Pp.200/2/2016 tentang perubahan atas 
praturan menteri pertanian Nomor 71/Permentan /Pp.200/12/2015 
tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas.
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Pemerintah melalui kementrian perdagangan pada tanggal 24 
Agustus 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 
(permendag) Nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga 
eceran tertinggi beras untuk mengatur harga beras ditingkat konsumen. 
Kebijakan tersebut diberlakukan pada tanggal 1 september 2017 
diseluruh Indonesia. Namum permendag memiliki beberapa masalah 
dalam penerapannya.  
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Hasil kajian Ditjen Dagri, kemendag (2011) di proleh bahwa 
dari sisi preferensi terhadap kualitas, sebagian besar preferensi 
menyatakan konsumen lebih memilih atau menyenangi kualitas 
medium, karena harganya yang terjangkau. 
Hasil kajian kemendag (2015) tentang pemetaan serta produksi 
dan konsumsi serta sistem informasi barang kebutuhan pokok pada 
bulan September hingga November 2015 menyimpulkan bahwa harga 
harian beras medium cenderung sedikit turun, sedangkan harga beras 
premium cenderung terus meningat. 
Keragaman kualitas beras dan perbedaan prilaku harga antara 
kelas kualitas beras dipasar domestic inilah yang melatar belakangi 
kebijakan pengendalian harga beras dipasar dalam negeri yang di 
tetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.57/m-
dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras (HET). 
Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memuat HET beras ditetapkan 
berdasarkan kualitas medium dan premium, serta wilayah penjualan. 
Adapun yang dimaksud dengan beras medium adalah beras yang 
mempunyai drajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan 
butir patah maksimal 25%. Sedangkan beras premium adalah beras 
yang mempunyai drajat sosoh minimal 95%, kadar air 14%, dan butir 
patah maksimal 15%. 
Pertama, adanya penetuan harga eceran tertinggi memiliki 





pedagang untuk menjual dibawah harga eceran tertinggi sehingga 
apabila melanggar hal tersebut akan di berikan sanksi oleh pihak yang 
bewenang. Menurut permendag ini, sangksi yang akan didapatkan oleh 
para pedagang apabila tidak mengikuti ketemtuan harga eceran 
tertinggi (HET) sebagaimana yang telah digariskan oleh pemerintah 
adalah mencabut izin usaha setelah datangnya dua kali datangnya surat 
perinatan dari pemberi izin usaha. 
Konsekuensi hukum ini justru dapat membuat kontaproduktif 
bagi pasar beras karena para pedagang akan ketakutan untuk menjual 
beras sebagaimana biasanya melalui mekanisme pasar. Oleh karna 
tidak diperbolehkan menjual beras diatas harga eceran tertinggi yang 
telah ditetapkan, maka aka nada potensi hadirnya pasar gelap untuk 
mengsiasati peraturam Harga Eceran Tertinggi Beras tersebut. Justru 
pasar gelap akan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi 
pemerintah tapi juga bagi konsumen. 
Kedua, kebijakan ini merupakan kebijakan taktis pemerintah 
untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi. Namun saking taktisnya, 
jeda waktu antara ditetapkannya permendag dengan masa mulai 
berlakunya sangat pendek, hanya sekitar 1 pekan. Padahal kebijakan 
ini mencakup seluruh wilayah Indonesia.ampaknya adalah banyak 
pedagang yang bingung dengan kebijakan ini. 
Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan masa sosialisasi, 





terkait aturan baru ini. Pemahaman yang komprehensip dari pedagang 
akan membuat pasar masuk kedalam kondisi normal baru seperti yang 
diharapkan oleh pemerintah. Dengan begitu kebijakan yang dibuat 
secara terburu-buru oleh pemerintah harus disudahi karna justru dapat 
merusak pasar yang selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.  
Harapan intervensi pasar dapat memberikan kesejahteraan bagi 
agen ekonomi dalam pasar perberasan malah menjadikan pemerintah 
actor yang mengganggu kondisi pasar dam membuat gaduh 
didalamnya. 
Olehkarna itu pemerintah harus merevisi permendag tentang 
HET beras dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini sudah 
sesuai dengan isi permendag pada pasal 6 yang berbunyi “ HET 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dievaluasi sewakt waktu”. 
Oleh karna itu, seluruh pemangku kepentingan terkait dipasar 
perberasan mulai dari petani hingga pedagang dan konsumen dalam 
merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi semua 
kepentingan. Kebijakan partisipatif seperti hal tersebut dibutuhkan 
dalam menuntaskan masalah perberasan sehingga akan hadir titik temu 
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Terbentuknya permendag Nomer. 57/m-dag/per/8/2017 tentang 
penetapan harga eceran tertinggi beras diyakini mampu menstabilitas 
kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras dipasar. 
Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting 
yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai 
sarana untuk menjalankan pungsi produksi sosial sekaligus penentu 
kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara 
Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara 
wajib menjalankan kedaulatan pangan ( hak rakyat atas pangan) dan 
mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. 
Indonesia telah memiliki banyak peraturan Perundang-
undangan yang terkait dengan kedaulatan pangan salah satunya 
Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga 
eceran tertinggi beras. 
Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tampa 
alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap beras, 
apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Kebijakan ini 
muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu harga (leader 






Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan 




Pemberlakan itu menimbang : 
1) Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta 
keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan 
harga eceran tertinggi beras. 
2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan mentri 
perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. 
Begitu bunyi peraturan baru tentang harga eceran tertinggi 
beras di tandatangani mendag Enggartiasto Lukita. 
Peraturan itu di Undangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga 
ditekan Dirjen Praturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia.Pada pasal 1 ayat (4) berbunyi: “ Harga Eceran 
Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Jual 
Tertinggi beras kemasan dan/ curah dipasar rakyat, toko moderen dan 
tempat penjualan eceran lainnya”. 
Pasal 5 berbunyi: “ HET sebagaimana dimaksud pasal 2 mulai 
berlaku pada 1 September 2017. Pada pasal 6 Harga Eceran Tertinggi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat di efaluasi sewaktu-
waktu”. 
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Pasal 7 ayat (1) berbunyi: pelaku usaha yang melanggar Pasal 
3 dan pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin 
usaha oleh pejabat penerbit izin. Pasal (2) : “Sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 
tertulis sebanyak 2 kali oleh pejabat penerbit izin. Pada pasal 8 
berbunyi: ketentuan Peraturan Mentri ini di kecualikan terhadap beras 




Penetapan harga maksimum ini merupakan batas harga 
tertinggi penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan 
penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen 
agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika 
harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat 
dijangkau lagi oleh masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan 
harga maksimum atau dapat di sebut harga eceran tertinggi (ceiling 
price). 
Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tampa 
alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap 
beras, apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. 
Kebijakan ini muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu 
harga (leader price) atau menjadi acuan yang mampu meredam 







gejolak harga pangan, dan kebijakan ini diyakini dapat menekan 
tingkat kemiskinan. 
3. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Beras dalam Permendag 
Nomer 57/m-dag/per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran 
Tertinggi Beras 
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan 
jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan 
sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanan.
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Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menerbitkan 
peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57/m-
dag/per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras 
sebagai pengganti Permendag Nomor. 27/m-dag/per/5/2017. 
Pemberlakuan itu menimbang hahwa untuk menjaga stabilitas 
dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras 
dikonsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. 
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan 
Peraturam Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran 
Tertinggi Beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang Harga Eceran 
Tertinggi (HET) ditandatangani Mendag Enggartiasto Lukita. 
Peraturan itu diundangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga 
ditekan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekadjahjana. 
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Tim Reality, kamus terbaru bahasa Indonesia dilengkapi ejaan yang benar,(Jakarta:PT 





Pemerintah mematok harga beras di Jawa hingga Papualewat 
mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri perdagangan 
Enggartiasto Lukita, menjelaskan Harga Eceran Tertinggi Beras diatur 
berdasarkan Zonasi. Harga Eceran Tertinggi ini berlaku baik dipasar 
tradisional maupun moderen. Dengan demikian ketentuan ini bisa 
menjaga daya beli masyarakat.  
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang 
telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penekitian tersebut.  
Pertama, Sunarno dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 
Penetapan Harga Pada MLM Syar‟iah PT Ahad-ned Internasional. Penelitian 
ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas Muhamadiah Surakarta, 
dilakukan dalam mengambil Strata 1 program studi muamalah (Syariah). 
Fokus penelitian yang dilakukan Sumarno ialah tentang penetapan harga pada 
MLM syariah pada PT Ahad-ned internasional. Meskipun demikian penelitian 
yang dilakukan Sumarno dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian 
yang akan dilakukan.  
kedua,Yazied dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan 
Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian (studi kasus Di Desa Karangasem 
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak) . Penelitian ini merupakan penelitian 
mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, dilakukan dalam 
mengambil Strata 1 program studi muamalah (Syariah). Fokus penelitian yang 





di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Meskipun 
demikian penelitian yang dilakukanYazied dapat dijadikan bahan informasi 
untuk penelitian yang akan dilakukan.  
Ketiga ,Awwalul Fahmi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penetapan Harga Di Warung Makan Obyek Wisata (studi kasus Di Desa 
Sidomukti Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang). Penelitian ini 
merupakan penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negri Walisongo 
Semarang, dilakukan dalam mengambil Strata 1 program studi muamalah 
(Syariah). Fokus penelitian yang dilakukan Awwalul Fahmi ialah tentang 
penetapan harga diwarung makan obyek wisata Didesa Sidomukti Kecamatan 
Bandung Kabupaten Semarang. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan 
Awwalul Fahmi dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan 
dilakukan.  
Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang membahas secara umum pada penetapan harga 
pada MLM Syar‟iah, penetapan harga jual beli air irigasi pertanian, dan 
penetapan harga di warung makan obyek wisata. Objek kajian penulis dalam 
penelitian ini adalah bagaimana implementasi permendag Nomor. 57/m-
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